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Tingkat kejahatan semakin meningkat

Kinerja penegakan hukum 
meningkat

Penahanan/pemenjaraan m
enjadi pilihan dari muara pe

negakan hukum

Kapasitas Lapas/Rutan kurang 

Proses re-integrasi sosial yang ter
hambat.

FAKTOR PEMICU OVERCROWDED LAPAS/RUTAN



GRAFIK ANGGARAN BAMA UNTUK NAPI/TAH DI LAPAS/RUTAN 

DI INDONESIA

Data Subbag Penyusunan Rencana Anggaran  

2015 2016 2017 2018

Kebutuhan Anggaran 875,802,900 950,306,700 1,109,349,975 1,270,643,475

Pemenuhan Anggaran 1,021,480,617 912,817,794 1,088,350,649 1,171,650,000
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PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA

PENYIDIK

PENUNTUT 
UMUM

HAKIM

Penahanan/tindakan

Penahanan / tindakan

Penahanan/pemida
naan/tindakan/

Penyitaan

LPAS/Bapas/Rutan

Bapas/LPAS/
RUTAN

Rutan/Lapas/BA
PAS/LPKA/
Rupbasan

Pemasyarakatan

Pelanggar 
hukum 

(anak/orang 
dewasa)



• Gagasan Sahardjo (1963), 
Tujuan Pidana adalah
Pemasyarakatan

• Konferensi Lembang (1964), 
10 Prinsip Pemasyarakatan

Tujuan Pemasyarakatan

• UU No. 12/1995 Tentang
Pemasyarakatan

• UU No. 8/1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

• PP 27/1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP

• UU No. 11/2012 Tentang SPPA
• RKUHP
• Restorative Justice

• Memantapkan iman
(ketahanan mental 
mereka)

• Mampu berintegrasi
secara wajar dalam
kehidupanya di 
masyarakat

Umum :

Khusus :

• Berhasil Memantapkan
kembali harga diri dan
kepercayaan dirinya
serta bersikap optimis
akan masa depannya

• Berhasil memperoleh
pengetahuan, minimal 
keterampilan untuk
bekal mampu hidup
mandiri dan
berpartisipasi dalam
pembangunan nasional

• Berhasil memiliki jiwa
dan semangat
pengabdian terhadap
bangsa dan negara

Program 
pembinaan

• Kepribadian

• Kamandirian

KONSTRUKSI PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA

Kebijakan



R. KUHP

Restorative 
Justice

Pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi
bagian dari rencana Pembahasan KUHP

• Membuat ruang bagi keterlibatan (Pelaku, 
Korban, Keluarga dan Komunitas)

• Melihat masalah kejahatan dalam konteks
sosialnya

• Merupakan upaya penyelesaian masalah
kejahatan dengan melihat ke depannya

• Fleksibilitas dalam praktek

PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM


